Menimbang :

Mengingat

WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN ANAK
JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa dalam rangka menyesuaikan nomenklatur
Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan
Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, maka Perangkat Daerah yang menangani
masalah anak jalanan, gelandangan, dan
pengemis perlu diubah dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, dan
Pengemis;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 297, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5606);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan
Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atas
Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 3241);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan ...



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24
Tahun 2015 tentang Penanggulangan Anak
Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

Menetapkan :

dan
WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG PENANGGULANGAN ANAK JALANAN,
GELANDANGAN, DAN PENGEMIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota
Pasuruan Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, dan
Pengemis (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...



Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud
dengan:

1.
2.

10.

Kota adalah Kota Pasuruan.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota
Pasuruan.

Walikota adalah Walikota Pasuruan.

Dinas adalah Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang sosial.

Anak adalah seseorang yang belum berusia
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak
yang masih dalam kandungan.

Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas
orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas
publik yang digunakan untuk lalu lintas
orang yang diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Anak Jalanan yang selanjutnya disebut Anjal
adalah anak yang menghabiskan waktunya
untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari
di jalanan baik untuk mencari nafkah atau
berkeliaran di jalan dan tempat umum
lainnya.

Gelandangan adalah orang yang hidup dalam
keadaan tidak sesuai dengan norma
kehidupan yang layak dalam masyarakat
setempat serta tidak mempunyai tempat
tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah
tertentu dan hidup mengembara di tempat
umum.

Pengemis adalah orang yang mendapatkan
penghasilan dengan meminta-minta dimuka
umum dengan berbagai cara baik berupa
mengamen dan alasan lainnya untuk
mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Penanggulangan adalah wusaha preventif,
represif, dan rehabilitatif yang bertujuan
untuk mencegah dan mengatasi dampak
Anjal, Gelandangan, dan Pengemis.

11. Usaha ...



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Usaha Preventif adalah wusaha secara
terorganisir yang meliputi penyuluhan,
bimbingan, latihan, dan pendidikan,
pemberian bantuan, pengawasan serta
pembinaan lanjut kepada berbagai pihak
yang ada hubungannya dengan Anjal,
Gelandangan, dan Pengemis.

Usaha  Represif adalah usaha yang
terorganisir, baik melalui lembaga maupun
bukan lembaga dengan tujuan
menghilangkan kegiatan Anjal, Gelandangan,
dan Pengemis, serta mencegah meluasnya di
dalam masyarakat.

Usaha Rehabilitatif adalah wusaha yang
terorganisir meliputi usaha penyantunan,
pemberian latihan dan pendidikan,
pemulihan kemampuan dan penyaluran
kembali baik ke daerah permukiman baru
melalui transmigrasi maupun ke tengah-
tengah masyarakat, pengawasan serta
pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian
para Anjal, Gelandangan, dan Pengemis,
kembali memiliki kemampuan untuk hidup
secara layak sesuai dengan martabat
manusia sebagai warga negara Republik
Indonesia.

Pembinaan adalah segala upaya atau
kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah
Kota dan/atau masyarakat untuk mengatasi
masalah anjal, gelandangan, pengemis dan
keluarganya supaya dapat hidup dan mencari
nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak
dasar bagi kemanusiaan.

Eksploitasi adalah memanfaatkan,
memperalat dan memeras orang lain untuk
mendapatkan keuntungan pribadi atau
lembaga baik material maupun non material.

Penyidik adalah pejabat polisi negara
Republik Indonesia atau pejabat pegawai
negeri sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyidikan.

Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil yang
selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik
pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah
Kota Pasuruan.

18. Penyidikan ...



18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan
penyidik dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tentang tindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf
a dan/atau huruf b, diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah).

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf
d diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan dan/atau denda paling banyak
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3) merupakan pelanggaran.

Pasal 1I

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 Oktober 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF



Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN: 186-7/2021



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN
ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS

L. UMUM

Bahwa dalam rangka menyesuaikan nomenklatur Perangkat
Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
maka Perangkat Daerah yang menangani masalah anak jalanan,
gelandangan, dan pengemis perlu diubah dan disesuaikan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR



